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jJaUi.iit' I, il i J m 'at ianggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Be/as kami yang
Datal catangan di bawah ini :

ama
1 IP
Jab: tan
Alamat

: ARI PUSPIT A, ST, MAP
: 19730531 199901 1 001
: Pejabat Pembuat Komitmen Bappeda Litbang Kota Probolinggo
: JI. Soekarno Hatta No. 52 Probolinggo

::)(!lak Pejabat Pcmbuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Tugas PIt. Kepala Badan
Perencunaun Pernbangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo

uJlIJ! : I ~!siUO lISP/425 .20 1120 17 tanggal 03 Januari 2017 yang untuk selanjutnya disebut
seb bJi PIHA PERTAMA maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

,.J: .. ,

. lamar

'wf. Dr. S ° 0, .Pd
9631229 198802 I 00 I

Ket ra Lernbaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) Uni ersitas egeri Malang
JI. Semarang o. 5 Malang

.'
Dalarn tal ini bertidak atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
\LP2 1) U iversitas egeri Malang dan .3ic;,lanjutnyadisebut PIHAK KEDUA.



-engan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam
·..:..Igk.apelaksanaan pekerjaan Kajian Keamanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing
\!KM) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasall
KETENTUAN UMUM

Yang dirnaksud dengan surat perjanjian kerja sarna ini adalah perjanjian dimana

PIlIAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA

It: lah sepakat unuik rnelaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanj ian

Kcrjasama (SPK) ini.

Sural Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan P1HAK

PERTAMA dan PlHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

?IlIAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup

r pekerjaan Kujian Keumanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM.

Pusal 3

DASARPELAKSANAAN

1. Pelaksanaan 'Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :

LI. Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pernerimah berserta seluruh perubahan dan aturan turunannya;

b. l-craturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Anggaran

Pcndupatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 20] 7;

c. Perau r' alikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2017

d. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2017

e. Kesepakatan Bersama an tara Rektor Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah

Kota Probolinggo Nomor 3.1.419/UN32/DN/2017 dan Nomor

134.4/1 0/KS/425.0 11/20 17 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kerjasama Pembangunan

Daerah dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kota Probolinggo

Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang;

1".Surat Kuasa Walikota Probolinggo tanggal 15 Maret 2017 Nomor
134.4/610/425.011/2017 .'

g. Surai Kopala Bappeda ~itbang Kota Probolinggo Nomor

U:;U/02/PA/KP/425.20 ]/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penawaran Kerjasama ;

\



h. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Universitas egeri Malang Nomor /UN132.14/KS/2017 tanggal

3 I Maret 20 17 perihal Kesanggupan Kerjasama ;

1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Universitas Negeri Malang Nomor : /UN32.14/KS/2017 tanggal 3 Mei 2017

perihal Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Kajiun

Keamanan Pangan Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM.

J Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain,

maka masing-masing mempunyai kekutan hukum dengan urutan sbb :

a. Surat Perjanjian Kerjasama;

b. Rcncana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) / Term Of Reference (TOR);

c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;

d. JaJwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4

PE U: C , PEL KSA A DA J>E GAWASAN PEKERJAAN

1. Pcrct canaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pernbangunan Daerah, Penelitian dan Pengernbangan Kota Probolinggo.

l Pelaksat a pekerjaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang.

Pusul S

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

I, Pda .sauaai Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 120 (Seratus Dua Puluh)

hari terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai

dcngan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara

serah rerirna pekerjaan.

.. Pcrpanjang n waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama

I ii, har ya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PfHAK PERTAMA

Pasal S

KEI AHASlAAN
.'

elllA / KEDUA dilarang rnenyebarluaskan informasi tentang pekerjaan Pendampingan

Pencrapan Aplikasi Data Spasial tanpa seijin PIHAK PERTAMA, selama terkait dalam

perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

\



Pasal7
HAK DAN KEWAJIBAN

P1HAK KEDUA mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan.

c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja

(KAK) yang disusun PIHAK PERT AMA.,
d. Melakukan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK (ruang lingkup dan

tahapan pekerjaan)

e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan

sesuai progress pekerjaan.

f. Membuat laporan hasil pekerjaan.

g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat

dipertangungjawabakan oleh PIHAK KEDUA.

1 PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut :

a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus

dipertanggungjawabkan (UYHD) yang besarannya merupakan biaya maksimal

pekerjaan.

b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaan didasarkan

pada peraturan perundang-undangan

3. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah

pelaksanaan pekerjaan.

b. Menerirna kernbali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat

dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.

4. PIliAI( PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Mengoreksi pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan

scsuai progress pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA

b. Melakukan pernbayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung

jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada PlHAK KEDUA

sebesar besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh
PIHAK KEDUA. .-

Pasal 8
TURAN PEMBAYARAN

J. 13·ayu pelaksanaai pekerjaan sebesar 1p. 8 .481.925,00 (DeJapan Puluh Empat Juta

Ernpat Ratus Dclapan Puluh Satu Ribu Sembi Ian Rams Dua Puluh Lima Rupiah) ;

,
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Pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESA TU kepada PIHAK KEDUA

dilakukan seeara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 25 % (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila

PIHAK KEDUA telah menyampaikan Laporan Pendahuluan;

b. 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, PIHAK

KEDUA telah menyampaikan Laporan Akhir.

Pasal9
PERT ANGGU G JAW AllAN PEKERJAAN

I. Pertanggung jawaban pekerjaan seeara administrasi dan keuangan dilakukan oleh

PIHAK KEDUA seeara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.

Pertanggung jawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada:

a. Progres pekerjaan meneapai 25% (Dua puluh lima persen) atau telah

menyampaikan Laporan Pendahuluan yang dinyatakan dengan Berita Aeara

Perncriksaan.

b. Progres pekerjaan meneapai 100% (seratus persen) atau telah menyampaikan

Laporan Akhir yang dinyatakan dengan Berita Aeara Pemeriksaan.

Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertib administrasi

penyempurnaan dan pembenahanya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA

J.

PasallO
PEMBATALAN SURAT PERJANJlAN

PlllAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini seeara sepihak
ap.ibila P111J\K KEDUA :

J. Sclamu 14 (em pal belas) hari sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasarna ini, tidak

aiau belum memulai tugas pekerjaannya;

b. Tidak dapat rnenyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati antara kedua

belah pihak dan pekerjaan ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak serta wajib

r:»: menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani sebagaimna dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (I).

Pasalll
SANKSI DAN DENDA

I. Jika PIHAK KEDUA terlarnbat- menyelesaikan pekerjaan pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasarna ini akibat kelalaian PlHAK
KEDUA maka dikenakan dendaserendah-rendahnya 1/1.000 (satu perseribu) perhari
Juri biaya pekerjaan ;

) Apabilu terbukti bahv a pekcrjaan bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerjasama

yang rn .ngakibatkan kerugian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung
jay -ab pcnuh atas kerugian tersebut ;



Denda-denda terse but dalam pasal ini akan diperhitungkan oleh PIHAK KESA TU

dengan kewajiban pembayaran PlHAK KEDUA.

PasalI2
PERSELISIHAN

Apabila tcrjadi persclisihan antara PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

perselisihan diutamak: n diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;

J ika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak

rnaka akan diselesaikan oleh suatu komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (Tiga) anggota:

a. Seorang wakil dari PIHAK PERT AMA

b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA

c. Seprang ahli yang di pilih dan di setujui oleh kedua belah pihak

Palla tingkat terakhir bilamana keputusan kornisi tidak memuaskan kedua belah pihak,

rnaka persengketaan tersebut di serahkan pada Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

PasalI3
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

Sur' t Perjanjian Kerja Sarna (SPK) hanya dapa diubah melalui addendum SPK;

Perub: han SPK bisa dilaksanakan apabila distujui oleh para pihak meliputi :

a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak

dalarn SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK ;

b. Pcrubahan j' dwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan ;

c. Perubuhan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan

pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti

Pclaksana: n Kontrak alas usul PPK.

Pasal14
HAK KEPEMILlKAN

I, PPK berhak atas kepemilikan semua barang/ bahan yang terkait langsung atau

disediakan sehubungan dengan jasa yang dberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika

diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal

pengalihan hak kepernilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku ;

") Hak kepernilikan atas peralatan dan ·barang/bahan 'yang disediakan oleh PPK tetap

pacta PPK, dan semua pcralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedianya. Semua peralatan

terscb t harus dikembalikan dalarn kondisi yang sarna pada saat diberikan kepada

pcnyedia deugun peugec ialian keausan akibat pemakaian yang wajar



Pasal15
PE GALlHAN DAN / ATAU SUBKONTRAK

___ ..! dilarar g untuk mengalihkan danl atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
.:.::~. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama

- ::-: • ..!... baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

Pa~'aI16
PENUTUP

- --.,![ Perjanjian Kerja Sarna ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-rnasing dibubuhi
- o-.=.rai secukupnya, yang keduanya mernpunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk

7 rluan administrasi di buat rekapan dalam rangkap 2 (dua)
.-:..:....1 yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur lebih

-- .1l dan di tambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA
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